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ABSTRAKSI  

Nama  : Deny Noer Wahid  

NIM  : 202010110311027 

Judul : URGENSI PENGEMBALIAN KEWENANGAN MPR  

  DALAM PENETAPAN GARIS BESAR HALUAN NEGARA 

Pembimbing : Isdian Anggraeny,S.H.,M.Kn 

 

Pembangunan yang dilakukan pemerintah menjadi tidak menentu dan cenderung 

kacau setelah MPR RI menghapuskan kekuasaan untuk menentukan haluan negara 

dan hanya memprioritaskan pada program politik lima tahunan. Dengan melakukan 

pembatasan terhadap penyusunan ketetapan tersebut, mengembalikan kekuasaan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam mengambil keputusan, 

diharapkan dapat menjadi fungsi kontrol sosial Warga Negara. Berdasarkan uraian 

di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  1.  Urgensi pengembalian 

peran MPR untuk mengambil keputusan sebagai fungsi kontrol sosial warga negara.  

2. Mengembalikan kewenangan MPR untuk membuat garis-garis besar haluan 

negara sebagai pedoman pembangunan negara. Adapun terkait dengan metodologi 

penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian sosio-legal.  

pengembalian peranan dan fungsi MPR sebagai pembentuk GBHN dengan 

berfokus pada strategi taktis bagaimana mewujudkan visi (misi) tersebut dalam 

rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkesinambungan sesuai dengan 

negara hukum yang demokratis dengan konsep negara kesejahteraan. Meskipun 

pada nantinya nanti akan mengembalikan peranan MPR melalui amandemen 

konstitusi negara, pemangku kebijakan nanti juga wajib memperhatikan jangan 

sampai dalam amandemen tersebut justru membuat MPR menjadi lembaga yang 

lebih super power dan menjadi lembaga yang sangat tidak bisa di kontrol sehingga 

akan berimbas pada kekacauan negara. 

 

Kata kunci: Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;  

Garis-garis Besar Haluan Negara; Negara Kesejahteraan 
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ABSTRACT 

Nama  : Deny Noer Wahid  

NIM  : 202010110311027 

Judul :THE URGENCY OF RETURNING THE PEOPLE'S 

 CONSULTATIVE ASSEMBLY AUTHORITY IN    

 DETERMINING THE OUTLINES OF  

 THE NATION’S DIRECTION 

Pembimbing : Isdian Anggraeny,S.H.,M.Kn 

 

The development carried out by the government became erratic and tended to be 

chaotic after the MPR RI abolished the power to determine the direction of the state 

and only prioritized the five-year political program. By limiting the preparation of 

the decree, restoring the power of the People's Consultative Assembly of the 

Republic of Indonesia in making decisions, it is hoped that it can become a function 

of social control for citizens. Based on the description above, the following 

problems are formulated:  1. The urgency of returning the role of the MPR to make 

decisions as a social control function for citizens.  2. Restoring the MPR's authority 

to make the outlines of the state direction as a guideline for state development. As 

for the research methodology used by researchers is socio-legal research. restoring 

the role and function of the MPR as the shaper of the GBHN by focusing on tactical 

strategies on how to realize the vision (mission) in order to realize sustainable 

national development in accordance with a democratic rule of law with the concept 

of a welfare state. Although later on it will restore the role of the MPR through 

amendments to the state constitution, policy makers must also pay attention not to 

make the MPR a super-power institution and become an institution that cannot be 

controlled so that it will have an impact on state chaos. 

 

Keywords: Role of People's Consultative Assembly of the Republic of 

Indonesia; Outlines of The Nation’s Direction; Walfare State 
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